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KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
HORTIKULTURA
NOMOR 26/KPTS/OT.050/H.3/01/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMBINA SUMBER DAYA MANUSIA PADA PUSAT
PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas Kepala Pusat
Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dalam
mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia pada Pusat
Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura perlu
Penunjukan Tim Pembina Sumber Daya Manusia dengan
Keputusan Kepala Pusat Perakitan Dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura;

b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam
Keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan tugas
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun
2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian
Pertanian;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025
tanggal 8 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2020
tentang Pengembangan Nilai Budaya Kerja Lingkup
Kementerian Pertanian;
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Memperhatikan:

Menetapkan
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Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/
OT.040/140/2015 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks
Penerapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian
Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2021

11.

12.

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian
Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan
Kementerian Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501 /Kpts /
KP.230 /M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang
Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Kementerian Pertanian;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192 /KPTS/KP.230/

A/05/ 2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian,
Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan
Pejabat Pengawas Lingkup Badan  Standardisasi
Instrumen Pertanian;

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun
Anggaran Nomor SP DIPA-018.09.2.025227 /2026 Tanggal
01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
26/KPTS/OT.050/H.3/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN
TIM PEMBINA SUMBER DAYA MANUSIA PADA PUSAT
PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
HORTIKULTURA

Membentuk Tim Pembina Sumber Daya Manusia Pusat
Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Tim Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
dan fungsi antara lain:

1. Membantu Kepala Pusat dalam pembinaan Sumber
Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

2. Melakukan pembinaan tenaga fungsional peneliti,
tenaga fungsional tertentu serta tenaga fungsional
umum dalam rangka terwujudnya profesionalisme
kerja;

3. Meningkatkan efektivitas sumber daya manusia Pusat
Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
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4. Melakukan evaluasi dan penataan sumber daya manusia
dalam mengoptimalkan kinerja Pusat Perakitan Dan
Modernisasi Pertanian Hortikultura.

KETIGA : Tim Pembina Sumber Daya Manusia bertanggung jawab
kepada Kepala Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkandi: B OGOR
Pada tanggal : 05 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,

Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Yang bersangkutan.
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Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan
Modernisasi Pertanian Hortikultura

Nomor : 26/KPTS/OT.050/H.3/01/2026

Tanggal : 05 Januari 2026

PENUNJUKAN TIM PEMBINA SUMBER DAYA MANUSIA
PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Hortikultura
Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretaris : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Anggota : 1. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi

2. Ketua Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan

Hasil
3. Herina Trisdayani, SE

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,

Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002
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